
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.531, 2021 KEMENHUB. Kendaraan Bermotor. Pengujian 

Berkala. 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 19 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151, Pasal 153 

ayat (5), Pasal 157, Pasal 164 ayat (3), Pasal 166 ayat (3), 

Pasal 167 ayat (5), dan Pasal 182 Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan serta Pasal 25   

ayat (4) dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5317); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6642); 

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

kendaraan yang berjalan di atas rel. 

2. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang 

dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan 

Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang 

dioperasikan di jalan. 

3. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian 

kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau 

komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan 

kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap 

persyaratan teknis dan laik jalan. 

4. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan 

orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) 

orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya 

tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

5. Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang 

digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut 

bayaran. 

6. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang 

yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, 

termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya 

lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

7. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang 

dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut 

barang. 
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8. Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor 

jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau 

sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk 

ruang muatan, baik untuk orang maupun barang. 

9. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut 

barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu 

sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan 

Bermotor. 

10. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut 

barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian 

bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya. 

11. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya 

disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan 

Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan 

menurut rancangannya. 

12. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang 

selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum 

rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang 

diperbolehkan menurut rancangannya. 

13. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut 

JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut 

muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang 

dilalui. 

14. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang 

selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum 

rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta 

muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang 

dilalui. 

15. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

pengujian berkala Kendaraan Bermotor. 

16. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur 

keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor 

berdasarkan kondisi standar. 

17. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan 

Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal 
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yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji 

Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi 

persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian 

berkala Kendaraan Bermotor. 

18. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disebut SUT adalah 

sertifikat sebagai bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor, 

Kereta Gandengan, Kereta Tempelan telah lulus uji tipe. 

19. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut 

SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap 

Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta 

Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau 

diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang 

sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan 

dan memiliki sertifikat uji tipe. 

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas 

dan angkutan jalan. 

21. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang 

bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu 

lintas dan angkutan jalan. 

22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat. 

 

Pasal 2 

(1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta 

Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib 

dilakukan Uji Berkala. 

(2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk: 

a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis 

terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji 

Berkala di jalan; 

b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan 

dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan 

oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji 

Berkala di jalan; dan 

c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 
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